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ABSTRAK 

Minat wisata alam masyarakat meningkat, ini 

menjadikan peluang bagi para penyedia jasa persewaan alat 

camping di Yogyakarta. Dalam perjanjian sewa-menyewa 

tersebut sering terjadi wanprestasi. Kasus wanprestasi yang 

sering terjadi di penyedia jasa persewaan alat camping adalah 

penyewa melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal, 

adapun bentuk pelanggarannya yaitu pengembalian barang yang 

melebihi jangka waktu, rusaknya suatu barang atau bahkan 

hilangnya suatu barang sewaan. Kemudian dalam 

menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut para penyedia jasa 

menyelesaikan dengan cara denda yang diberatkan kepada 

konsumen. Lalu bagaimana proses penyelesaian sengketa 

wanprestasi tersebut menurut hukum kontrak dan hukum 

islam?. 

Penelitian ini menggunakan data-data hasil wawancara 

owner atau para pemilik toko persewaan peralatan camping 

yang ada di Yogyakarta dan juga surat perjanjian yang 

digunakan. Jenis dari penelitian adalah penelitian lapangan 

(field research). Adapun metode yang digunakan adalah 

deskriktif analitik kualitatif, dengan cara berfikir deduktif yang 

berangkat dari pengetahuan bersifat umum dan bertitik tolak 

dari pengetahuan yang umum itu untuk menilai suatu kejadian 

yang lebih khusus. Serta menggunakan cara berfikir induktif 

yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kemudian fakta-

fakta tersebut ditarik kesimpulannya yang bersifat umum. 

Setelah dilaksanakan penelitian, penyusun menemukan 

bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh 

para penyedia jasa cukup sederhana, pertama jika penyewa 

melakukan overtime atau melakukan kerusakan pada barang 

sewaan maka penyewa dikenakan denda sesuai kebijakan pada 

perjanjian awal yang telah disepakati, ini berdasarkan pasal 

1239 dan pasal 1237 KUHPerdata, kemudian jika penyewa 

menghilangkan barang sewaan maka para penyedia jasa 
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menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah secara 

kekeluargaan, sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan yang 

tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak ada pihak yang 

merasa terdzolimi. Penyelesaian sengketa tersebut sudah sesuai 

dengan hukum kontrak dan juga hukum islam. 

  

Kata Kunci : sewa-menyewa, wanprestasi, penyelesaian 

sengketa. 
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ABSTRACT 

The interest of community natural tourism is increasing, this 

makes the opportunity for camping equipment rental providers 

in Yogyakarta. In the leasing agreement, of course, defaults 

often occur. Cases of default that often occur in camping 

equipment rental providers are tenants who violate the 

agreement agreed at the beginning, as for the form of violation, 

namely the return of goods that exceed the period, damage to an 

item or even the loss of a rented item. 

This study uses data from interviewers or owners of rental 

equipment in Yogyakarta. The method used is qualitative 

analytical descriptive, with deductive thinking that departs from 

general knowledge and starts from the general knowledge to 

assess a more specific event. And using inductive thinking that 

departs from specific facts, then the facts are drawn general 

conclusions. 

After conducting the research, the authors found that the default 

dispute settlement carried out by service providers is quite 

simple, first if the tenant overtime or damage the rental goods, 

the tenant is fined according to the policy on the agreed initial 

agreement, then if the tenant removes the rented goods then the 

service providers solve the problem by deliberation in a family 

manner, so as to produce an agreement that does not burden one 

party and no party feels deprived. 

  

Keywords: rent, default, dispute resolution. 

 

 

 

 



v 
 

 

 



vi 
 

 



vii 
 

 

 

 



viii 
 

MOTTO 

“Tidak ada hal yang melebihi kebahagiaan selain membuat hati 

seorang Ibu bahagia dan tersenyum” 

(Ningam Supriyadi) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber 

pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari 

keputusan bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158/1987 dan nomor 

0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan  

Fonem konsonan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, 

dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan 

huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut: 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 Ba' B Be ب

 Ta' T Te ث

 Tsa' S Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha' H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha' Kh Kha dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra' R Er ر

 Za' Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Sad S Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D De (dengan titik di bawah) ض

 ta' T Te (dengan titik di bawah) ط

 za' Z Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ' Koma terbalik (di atas) ع

 Ghain G Ge غ
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2. Vokal  

a. Vokal Tunggal: 

 

 

 

 

b. Vokal Rangkap: 

Tanda  Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan Ya Ai a-i ي   َ

 و   ُ
Fathah dan 

Wawu 
Au a-u 

 

Contoh:  

     kaifa.…كيف

 khaula.…حول 

 

 

 Fa' F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha' H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya' Y Ye ي

Tanda  Nama Huruf Latin Nama 

 ََ  Fathah A A 

 َِ  Kasrah I I 

 َُ  Dammah U U 
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c. Vokal Panjang (maddah) 

Tanda  Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan Alif A a dengan garis di atas ا   َ

 Fathah dan Ya I a dengan garis di atas ي  

 Kasrah dan Ya I I dengan garis di bawah يِ 

 Dammah dan Wawu U U dengan garis di atas و  ُ

 

Contoh: 

 qila.…قيل                                      qala.…قل

 yaqulu.…يقول                                  rama.…رمى

 

3. Ta Marbutah 

a. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup adalah “t” 

b. Transliterasi Ta’ Marbutah mati adalah “h” 

c. Jika Ta’ Marbutah diikuti kata kata yang menggunakan 

kata  sandang  "ال"("al-"),  dan bacaannya terpisah, 

maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan 

"h". 

Contoh:  

ضترو للاطفاا .......Raudāh al-Atfāl  

لمدينتا رةلمنوا ........al-Madīnah al-Munawwarah  

ةشجر ..................Syajarah 

 

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan 

huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir 

kata. 

Contoh: 

 Nazzala...نزَّلَ 

 Al-birru...الْبرِ  

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamarriyyah 

ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda 

penghubung "-". 
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Contoh: 

لقلما .........Al-qalamu 

لشمشا .....Asy-syamsu 

6. Huruf Kapital 

Meskipun  tulisan  Arab  tidak  mengenal  huruf  kapital,  

tetapi  dalam  trasliterasi  huruf kapital  digunakan  untuk  

awal  kalimat,  nama  diri,  dan  sebagainya  seperti  

ketentuan dalam   EYD.   Awal   kata   sandang   pada  

nama   diri   tidak   ditulis   dengan   huruf kapilal,kecuali 

jika terletak pada permulaan kalimat. 

Contoh: 

لصور لاإ محمد ماو ..........Wa mā Muhammadun illā 

rasūl 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Yogyakarta adalah satu daerah Istimewa
1
. Di daerah 

Yogyakarta terdapat banyak perguruan tinggi, diantaranya 

UGM, UIN Sunan Kalijaga, UNY, UPN, UMY, dll. Dalam 

dunia pariwisata di daerah Yogyakarta juga terdapat banyak 

destinasi wisata, baik itu wisata alam, wisata sejarah 

maupun wisata budaya. Hal ini menjadi sebuah daya tarik 

tersendiri bagi para wisatawan untuk memilih kota 

Yogyakarta sebagai tujuan wisata mereka. Di daerah 

Yogyakarta terdapat banyak destinasi wisata alam, baik itu 

gunung, maupun pantai, diantaranya adalah gunung merapi, 

gunung merbabu, gunung sumbing, pantai parang tritis, 

pantai wedi ombo, pantai jumwok, pantai ngetun, dan 

masih banyak lagi destinasi wisata alam lainnya. Para 

wisatawan yang pergi ke pantai atau gunung biasanya 

mereka melakukan kegiatan camping, namun yang menjadi 

masalah adalah masih banyak wisatawan yang tidak 

memiliki perlengkapan camping secara pribadi. 

Banyaknya wisatawan atau mahasiswa di 

Yogyakarta yang akan berwisata alam tentu tidak semuanya 

memiliki perlengkapan pribadi, dikarenakan harga 

                                                           
1
 Baskoro dan Sunaryo, “Catatan Perjalanan Keistimewaan 

Yogya Menurut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan”, 

Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 54. 
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peralatan tersebut relatif mahal dan jarang digunakan untuk 

keperluan sehari-hari, sehingga mereka lebih memilih 

untuk menyewa saat mereka melakukan perjalanan wisata 

alam, hal ini menjadi suatu peluang usaha bagi sebagian 

orang untuk menyediakan jasa persewaan peralatan 

camping di Yogyakarta, adapun penyedia jasa yang akan 

penyusun gunakan sebagai bahan penelitian adalah 

diantaranya Anak Rimba Advanture, Sabana Advanture, 

Jogja Camping, Krakatau Jogja Outdoor, Jatilawang 

Advanture. Penyedia jasa ini melayani para pengguna jasa 

(konsumen) dengan menyewakan peralatan camping 

mereka untuk digunakan para wisatawan melakukan 

perjalanan advanture mereka. Peralatan yang mereka 

sediakan juga berbagai macam, diantaranya tenda dome, 

sleeping bag, sepatu gunung, adapun harga yang mereka 

tawarkan relative terjangkau, yaitu di antara Rp35.000 

sampai Rp70.000. Hal ini tentu menjadi sebuah trobosan 

bagi para wisatawan atau mahasiswa yang ingin melakukan 

perjalanan advanture tetapi terkendala tidak memiliki 

peralatan pribadi. 

Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa 

“Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan 

kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama 

waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang 

disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat 
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menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap 

maupun yang bergerak”
2
. 

Dalam hal ini para wisatawan atau mahasiswa 

dapat menyewa peralatan advanture di toko-toko persewaan 

alat outdoor yang ada di Yogyakarta. Namun tentunya para 

penyedia jasa tidak begitu saja memberikan peralatannya, 

tentu akan ada perjanjian terlebih dahulu antara konsumen 

dengan penyedia jasa yang memuat harga dan ketentuan 

serta syarat yang mengikat penyedia jasa tersebut. Setiap 

penyedia jasa persewaan peralatan advanture pasti memiliki 

kebijakan yang berbeda-beda antara satu dengan yang 

lainnya terkait ketentuan, syarat dan harga yang digunakan 

dalam perjanjian tersebut. Terkadang ada sebagian 

persewaan yang memiliki syarat harus meninggalkan 

jaminan berupa KTP (asli Yogyakarta) untuk dapat 

menyewa di tempat tersebut, ada juga yang memiliki syarat 

harus meninggalkan dua Identitas yaitu KTP (boleh luar 

Jogja) dan KTM. Perjanjian sewa-menyewa tersebut dibuat 

tanpa ada paksaan dari pihak manapun, artinya kedua belah 

pihak sepakat dan melakukannya secara sukarela. 

Pembuatan perjanjian ini diharapkan menimbulkan 

hubungan baik antara pihak konsumen dan pihak 

persewaan dalam menjalankan perjanjian tersebut, sehingga 

                                                           
2
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang 

perikatan, pasal 1548 
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hak-hak dan kewajiban antar belah pihak dapat terpenuhi 

dan terlaksana dengan baik. 

Di dalam KUH Perdata pasal 1313 menyebutkan 

bahwa ”suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang 

lain atau lebih”
3
. Dengan diadakannya perjanjian maka 

timbullah akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila 

pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu telah sepakat, 

dalam perjanjian dikenal dengan asas konsensualisme, yaitu 

apa yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula oleh 

pihak yang lainnya dan disepakati. Sejak tercapainya 

kesepakatan tersebut maka lahirlah suatu perjanjian
4
. 

Konsekuensi dari sebuah perjanjian apabila salah 

satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak yang 

melakukan wanprestasi tersebut dapat dituntut dipengadilan 

untuk memberikan tanggungjawab atas perbuatan 

wanprestasi yang dilakukannya, kecuali ada kesepakatan 

antara belah pihak untuk melakukan penyelesaian dengan 

cara mediasi atau perdamaian. 

Dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati 

oleh masing-masing pihak maka para pihak harus 

melakukan kewajiban-kewajibannya masing-masing. 

Namun dalam praktiknya sebuah perjanjian tersebut tidak 

                                                           
3
 Pasal 1313 

4
 Subekti, Aneka perjanjian, cet. Ke-X (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 1995), hlm. 3. 
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berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan 

kelalaian dari satu pihak atau pihak lain, atau kelalaian 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak, atau bahkan terjadi 

dikarenakan sesuatu yang tidak diduga akan terjadi oleh 

kedua belah pihak.  

Dalam hal kelalaian yang dilakukan salah satu 

pihak sering terjadi dalam perjajian sewa-menyewa alat 

outdoor di Yogyakarta, misalnya keterlambatan yang 

dilakukan oleh konsumen saat mengembalikan barang 

sewaannya, bahkan ada yang tidak kembali sampai saat ini, 

artinya konsumen tidak melakukan kewajiban yang telah 

disepakati sebelumnya. Tidak hanya itu, kerusakan barang 

sewaan juga sering terjadi seperti tenda bolong, frame 

patah, hilangnya suatu barang yang disewa dan itu semua 

terjadi akibat kelalaian dari pihak konsumen
5
. Hal ini tentu 

mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi para 

penyedia jasa persewaan alat outdoor.  

Dalam hal keterlambatan pengembalian sewa tentu 

para penyedia jasa persewaan memiliki ketentuannya 

masing-masing, contohnya di Krakatau Advanture apabila 

konsumen melakukan keterlambatan pengembalian, maka 

                                                           
5
 Observasi masalah yang sering terjadi antara pihak penyedia jasa 

persewaan alat outdoor dan konsumen di Yogyakarta, 17 januari 2019. 
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konsumen dianggap memperpanjang sewa
6
, berbeda 

dengan Sabana Advanture, apabila konsumen melakukan 

keterlambatan pengembalian maka akan diberi toleransi 

maksimal sampai jam 23:00 WIB, dengan catatan 

konsumen harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu
7
. 

Tidak hanya itu, menurut pengamatan penulis sering terjadi 

konsumen yang melakukan wanprestasi seperti merusak 

barang sewaan, misalnya tenda terbakar, tenda robek 

sehingga mengakibatkan tenda tidak memungkinkan untuk 

digunakan kembali, dalam kasus ini tentunya para penyedia 

jasa persewaan memiliki kebijakannya masing-masing. Hal 

ini menjadi menarik untuk diteliti bagaimana penyelesaian 

sengketa wanprestasi pada perjanjian tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

penulis mengambil beberapa rumusan masalah diantaranya: 

1. Bagaimana kontrak perjanjian sewa-menyewa di 

tempat-tempat persewaan alat camping? 

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-

menyewa alat camping yang terjadi? 

                                                           
6
 Wawancara dengan Hendi Budi Gunawan, pemilik toko Krakatau 

jogja outdoor, Condangcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 

januari 2019. 

 

 
7
 Wawancara dengan Rianto, pemilik toko Sabana Advanture, 

Mundu, Condangcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, tanggal 22 januari 

2019. 
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3. Bagaimana kesesuaian perjanjian sewa-menyewa dan 

penyelesaian wanprestasi di persewaan alat camping 

dengan hukum perjanjian dan hukum Islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat 

beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

a. Menjelaskan kontrak perjanjian sewa-menyewa 

alat outdoor di daerah Yogyakarta 

b. Menjelaskan penyelesaian wanprestasi perjanjian 

sewa-menyewa alat outdoor yang terjadi di 

Yogyakarta 

c. Menjelaskan perjanjian sewa-menyewa dan 

penyelesaian wanprestasi di persewaan alat 

outdoor di Yogyakarta sudah sesuai dengan 

hukum perjanjian dan hukum islam 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan, memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan bagaimana penyelesaian wanprestasi 

dalam perjanjian sewa-menyewa alat outdoor di 

Yogyakarta terutama untuk mahasiswa dan 

masyarakat pada umumnya. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran hukum islam 

dibidang muamalat khususnya yang berkaitan 

dengan masalah sewa-menyewa. 
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

rujukan serta acuan bagi akademisi terutama untuk 

mahasiswa jurusan hukum ekonomi syari’ah yang 

ingin mendalami lebih lanjut kajian terhadap hal 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini penulis akan mendeskripsikan 

beberapa karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya, 

dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesamaan 

dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis melakukan 

penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, 

diantaranya sebagai berikut. 

Pertama, Emi Faozah dalam penelitiannya yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian 

Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bamb’s Brother 

Rent Car Yogyakarta). Penelitian ini membahas tentang 

bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam keterlambatan 

pengembalian sewa mobil tanpa sopir ditinjau dari hukum 

islam. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa 

penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa 

mobil berbeda-beda sesuai dengan bentuk wanprestasinya, 

penyelesaian wanprestasi ini melalui beberapa tahap. Untuk 

menyelesaikan pembayaran sewa ditempuh cara 

penyelesaian yaitu: pihak rental memberi kelonggaran 

selama beberapa hari, misalnya 3 hari, jika dalam batas itu 

penyewa belum melunasi pembayaran maka dilakukan 
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musyawarah, kesepakatan dan dibuat keputusan. 

Penyelesaian wanprestasi tersebut dapat dibenarkan hukum 

islam, karena penyelesaian wanprestasi ini dilakukan 

berdasarkan asas musyawarah mufakat untuk memperoleh 

keputusan yang seadil-adilnya, sehingga tidak ada salah 

satu pihak yang terdzalimi, selain itu penyelesaian 

wanprestasi ini dilakukan atas dasar kemaslahatan, 

sehingga tidak bertentangan dengan ajaran islam
8
.  

Kedua, Misbahul Munir dalam penelitiannya yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian 

Sewa-Menyewa Tenda HDWR Brajan Wonokromo Pleret 

Bantul Yogyakarta. Penelitian ini membahas bagaimana 

pandangan dan tinjauan hukum islam terhadap perjanjian 

serta penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-

menyewa di persewaan tenda HDWR Brajan. Dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa menurut pandangan 

hukum islam perjanjian sewa-menyewa tenda HDWR 

Brajan diperbolehkan oleh syara’ karena pihak pemilik 

persewaan dan pihak penyewa sudah memenuhi syarat 

rukun perjanjian sewa-menyewa yaitu ijab dan kabul, 

kemudian dalam hukum islam wanprestasi tidak 

dibenarkan, akan tetapi memberikan sanksi kepada pihak 

yang lalai dan ceroboh diperbolehkan supaya masing-

                                                           
8
 Emi Faozah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian 

Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bamb’s Brother Rent Car 

Yogyakarta)”, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, (2014). 
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masing pihak tetap memenuhi kewajibannya. Dalam hukum 

islam penyelesaian wanprestasi yang berlaku dalam 

perjanjian sewa-menyewa tenda HDWR Brajan 

diperbolehkan hukum islam, karena dilaksanakan 

berdasarkan asas musyawarah (dialog) yaitu untuk 

mendapatkan keputusan seadil-adilnya, sehingga tidak ada 

salah satu pihak yang terdzalimi dan sudah sesuai dengan 

prinsip muamalat yaitu rasa keadilan dan kerelaan masing-

masing pihak yang terkait
9
. 

Ketiga penelitian milik Mahadi Yasin.M yang 

berjudul “wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa 

mobil di rental diamond car kabupaten bantul”. Penelitian 

ini membahas tentang bagaimana proses penyelesaian 

kasus wanprestasi pada penyewa mobil di rental diamond 

car. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam 

penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak 

rental diamond car adalah dengan dua cara penyelesaian, 

yaitu: pertama dengan kompromi atau perundingan antara 

pihak rental dengan pihak penyewa/konsumen dan cara 

yang kedua adalah melaporkan kepada pihak lembaga 

penegak hukum yang berwenang. Adapun penyelesaian 

kasus yang ditempuh perusahaan rental mobil untuk 

menyelesaikan wanprestasi berupa kerusakan yang 

                                                           
9
 Misbahul Munir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian 

Sewa-Menyewa Tenda HDWR Brajan Wonokromo Pleret Bantul 

Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, (2010). 
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diakibatkan oleh penyewa pada perjanjian sewa-menyewa 

mobil yaitu pihak perusahaan rental mobil lebih 

mengutamakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 

yaitu dengan kompromi, negosiasi, atau perundingan antara 

pihak rental diamond car dengan pihak penyewa/konsumen 

dan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang 

melakukan wanprestasi kepada pihak rental diamond car, 

sesuai dengan pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan 

bahwa: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, 

dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat 

dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi 

perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan 

perjanjian, disertai pengganti biaya, kerugian dan bunga”. 

Perusahaan rental sebagai pihak yang dirugikan oleh 

undang-undang diberikan hak untuk menuntut ganti 

kerugian kepada pihak penyewa yang melakukan 

wanprestasi
10

. 

Keempat, penelitian milik Rendy Irawan yang 

berjudul “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian 

Sewa Menyewa Mobil pada CV. Fansoeva Jasa di 

Kabupaten Klaten Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa perjanjian sewa-menywa tersebut 

                                                           
10

 Mahidi Yasin.M, “Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa 

Mobil di Rental Diamond Car Kabupaten Bantul”, Skripsi, Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015). 
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berasal dari asas kebebasan berkontrak, hal mana termuat 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun 

dalam penelitian ini ternyata masih keliru dalam 

pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, hal ini berkaitan 

dengan unsur-unsur yang terdapat pada perjanjian sewa-

menyewa, seperti halnya dalam keseimbangan antara para 

pihak terhadap hak dan kewajiban yang termuat dalam 

pasal-pasal pada perjanjian sewa-menyewa tersebut. 

Perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak dapat 

dipertanggungjawabkan demi hukum karena kebebasan 

berkontrak yang dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata 

tersebut tidak dapat terwujud secara murni
11

. 

Kelima penelitian milik Raka Ristianto yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian 

Sewa-Menyewa Motor (Studi Kasus Di Anugerah Karunia 

Rental Motor Yogyakarta”. Dalam penelitian ini membahas 

tentang bagaimana tinjauan hukum islam terkait perbedaan 

pelayanan dalam perjanjian sewa-menyewa, penelitian ini 

menjelaskan bahwa pelayanan yang terjadi di Anugerah 

Rental Motor tidak sesuai dengan asas muamalat yaitu asas 

al-Musawah yang memiliki pengertian para pihak yang 

terlibat dalam perjanjian memiliki kedudukan yang sama, 

                                                           
11

 Rendy Irawan, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian 

Sewa-Menyewa Mobil Pada CV. Franseova Jasa di Kabupaten Klaten Jawa 

Tengah”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, (2014). 
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serta al-Adalah yang berarti perjanjian harus senantiasa 

mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang
12

. 

Keenam, penelitian milik Mohamad Yoga Al 

Ghozi yang berjudul “Tanggung Jawab Penyewa Pada 

Terjadinya Overtime Dalam Sewa-Menyewa Mobil (Studi 

Kasus Java Transport Rent Car, Tour & Travel)”. Dalam 

penelitian ini membahas bagaimana kesesuaian 

penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak java transport 

dengan undang-undang dan bagaimana tanggung jawab 

serta bentuk ganti rugi penyewa ketika terjadinya overtime. 

Penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian dilakukan 

berdasarkan musyawarah, kemudian pihak Java Transport 

meminta ganti rugi kepada penyewa sesuai dengan pasal 

1239 dan pasal 1246 KUHPerdata
13

. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya, penyusun melihat belum ada yang 

membahas perjanjian sewa-menyewa secara keseluruhan, 

mulai dari praktik perjanjian, wanprestasi perjanjian, dan 

penyelesaian sengketa wanprestasi, serta belum ada yang 

membahas secara keseluruhan tentang kesesuaian praktik 

                                                           
12

 Raka Ristianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian 

Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus Di Anugerah Rental Motor 

Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, (2018). 

 

 
13

 Mohamad Yoga Al Ghozi, “Tanggung Jawab Penyewa Pada 

Terjadinya Overtime Dalam Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Java 

Transport Rent Car, Tour & Travel)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018). 
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perjanjian sewa menyewa dengan hukum kontrak dan 

hukum islam. Kemudian perbedaan selanjutnya ialah pada 

objek kajian, menurut penyusun, belum ada peneliti 

sebelumnya yang membahas tentang penyedia jasa 

persewaan alat camping. 

E. Kerangka Teoritik  

1. Perjanjian  

Istilah “perjanjian” dalam bahasa hukum perjanjian 

merupakan kesepadanan dari kata “ovreenkomst” 

dalam bahasa belanda atau istilah “agreement” dalam 

bahasa inggris. Jadi, istilah “hukum perjanjian” 

berbeda dengan istilah “hukum perikatan”. Karena, 

dengan istilah “perikatan” dimaksudkan sebagai semua 

ikatan yang diatur dalam KUH Perdata, jadi termasuk 

juga baik perikatan yang terbit karena undang-undang 

maupun perikatan yang terbit dari perjanjian. 

Istilah hukum perjanjian dalam bahasa inggris 

disebut istilah “contract”, yang dalam praktik sering 

dianggap sama dengan istilah perjanjian. Bahkan 

dalam bahasa indonesiapun sudah sering dipergunakan 

istilah “kontrak”. 

Dalam pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan 

bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih, jadi sebenarnya yang dimaksud 

dengan hukum kontrak adalah merupakan suatu 
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perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang 

hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk 

yang satu mengikat dirinya kepada orang lainnya, atau 

di antara keduanya saling mengikatkan diri yang 

menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, 

untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu
14

. 

2. Syarat-syarat sah perjanjian 

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan 

menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah 

sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan 

hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini 

sah dan mengikat, adalah sebagai berikut: 

a. Syarat umum sahnya perjanjian 

Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian 

adalah seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH 

Perdata, yaitu sebagai berikut: 

1) Adanya kata sepakat antara para pihak dalam 

perjanjian. 

2) Adanya kecakapan berbuat dari para pihak. 

3) Adanya perihal tertentu. 

4) Adanya kuasa yang diperbolehkan. 

 

                                                           
14

 Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), hlm. 179. 
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b. Syarat tambahan sahnya perjanjian 

Syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian 

yang juga berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis 

perjanjian adalah sebagaimana yang disebut antara 

lain dalam pasal 1338 (ayat 3) dan 1339 KUH 

Perdata, yaitu sebagai berikut: 

1) Perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik. 

2) Perjanjian mengikat sesuai kepatutan. 

3) Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan. 

4) Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang. 

5) Perjanjian harus sesuai ketertiban umum
15

.  

3. Sewa-Menyewa (Ijarah) 

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana 

pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan 

kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu 

barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran 

suatu harga, yang pihak tersebut belakangan itu 

disanggupi pembayarannya (Pasal 1548 KUH 

Perdata)
16

. 

Menurut Rachmat Syafi’i, ijarah secara bahasa 

adalah: 

 Sewa-menyewa kepada hak .(menjual manfaat) بيع المنفعة 

                                                           
15

 Ibid. hlm.185. 

 

 
16

 Setiawan, Hukum Perikatan, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2017), hlm. 179. 
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seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang 

bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang 

ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. 

Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk 

melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar 

sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai 

syarat-syarat sewa-menyewa.  

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya 

dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukarkan 

sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan 

upah-mengupah. Sewa-menyewa (بيع المنافع) adalah: 

menjual manfaat dan upah-mengupah (بيع القوة) adalah: 

menjual tenaga atau kekuatan
17

. 

4. Rukun dan Syarat Ijarah 

Rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut: 

a. Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan 

akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu’jir 

adalah orang yang menerima upah dan yang 

menyewakan, musta’jir adalah orang yang 

menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang 

menyewa sesuatu, disyaratkan pada musta’jir 

                                                           
17

 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalat Untuk 

Mahasiswa UIN/STAIN/PTAIS dan Umum, Cet. Ke-1, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011) hlm. 168. 
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adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf 

(mengendalikan harta), dan saling meridhoi. 

b. Shighot ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir. 

c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh 

kedua pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun 

dalam upah mengupah. 

d. Barang yang disewakan
18

. 

5. Penyelesaian sengketa 

Secara umum pola penyelesaian sengketa dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

a. Melalui pengadilan, dan 

b. Melalui alternatif penyelesaian sengketa. 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi 

antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. 

Putusannya bersifat mengikat. Adapun penyelesaian 

sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan 

cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau 

penilaian ahli. Apabila mengacu ketentuan pasal 1 ayat 

10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka cara 

penyelesaian sengketa melalui ADR di bagi menjadi 

lima cara, yaitu: 

                                                           
18

 Ibid, hlm. 170. 
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1) Konsultasi 

2) Negosiasi 

3) Mediasi 

4) Konsiliasi 

5) Penilaian ahli
19

. 

6. Prinsip Hukum Muamalat 

Secara garis besar prinsip-prinsip muamalat harus 

dijadikan pedoman dalam melakukan perikatan atau 

perjanjian (sewa-menyewa). Hukum muamalat islam 

mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah 

mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-quran 

dan sunah Rasul. 

b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa 

mengandung unsur-unsur paksaan. 

c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan 

mendatangkan manfaat dan menghindari madharat 

dalam hidup masyarakat. 

d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai 

keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, 

                                                           
19

 Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan 

Penerapan Hukumnya, Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 

hlm. 15. 



20 
 

unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan
20

. 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan 

untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara 

ilmiah berarti segala kegiatan kegiatan yang dilakukan 

dalam penelitian dilandasi dengan metode keilmuan ini 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yang mana penulis memperoleh data 

penelitian langsung di lapangan. Adapun lokasi atau 

tempat yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah 

persewaan alat outdoor di daerah Yogyakarta, yaitu: 

Sabana Advanture, Anak Rimba Advanture, Krakatau 

Jogja Outdoor, Jogja Camping, Dan Jatilawang 

Advanture. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh 

langsung dari lapangan yaitu objek penelitian, baik 

melalui observasi, atau wawancara dengan pihak 

                                                           
20

 Ahmad Ashar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum 

Perdata Islam), Cet Ke-3, (Yogyakarta: UII Press, 2009) hlm. 15.  
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pemilik persewaan, karyawan maupun konsumen 

atau pihak penyewa. 

b. Data sekunder menupakan data yang diperoleh 

dari studi literature, yaitu berupa analisis buku-

buku, makalah, jurnal dan website. 

Sedangkan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Observasi (Pengamatan) yaitu, melakukan dengan 

mengamati objek secara langsung, transaksi 

(perjanjian) yang terjadi selama ini antara pihak 

penyewa dan pemilik persewaan alat outdoor yang 

ada di Yogyakarta. 

b. Interview (Wawancara) yaitu, cara pengumpulan 

data dengan cara /jalan Tanya jawab yang 

dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan 

kepada tujuan penelitian
21

. Metode ini juga 

merupakan cara untuk mendapatkan informasi 

dengan bertanya langsung kepada responden. 

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara 

langsung dengan pemilik persewaan alat outdoor, 

para karyawan yang berkepentingan dan beberapa 

dari pihak penyewa (konsumen) yang selama ini 

                                                           
21

 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi 

UII, 1983), hlm. 62. 
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telah mempergunakan jasa persewaan alat outdoor 

di daerah Yogyakarta. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan secara normatif, yaitu 

cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan 

melihat bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa-

menyewa alat outdoor di daerah Yogyakarta menurut 

tinjauan hukum islam dan menganalisis penyelesaian 

wanprestasi yang terjadi di tempat persewaan alat 

outdoor tersebut. 

4. Analisis Data 

Setelah data terkumpul lengkap, selanjutnya penulis 

akan menganalisis serta megambil kesimpulan dari 

data yang terkumpul, tujuannya adalah untuk 

menyimpulkan dan membatasi penemuan-penemuan 

sehingga menjadi data yang tersusun dan teratur secara 

rapi. Adapun metode yang digunakan adalah deskriktif 

analitik kualitatif, dengan cara berfikir deduktif yang 

berangkat dari pengetahuan bersifat umum dan bertitik 

tolak dari pengetahuan yang umum itu untuk menilai 

suatu kejadian yang lebih khusus. Serta menggunakan 

cara berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta 

yang khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik 

kesimpulannya yang bersifat umum.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi, 

maka penyusun mengkategorikan susunan sebagai berikut: 

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang 

menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, pertama membahas mengenai hukum 

kontrak, yang meliputi: pengertian kontrak, syarat sahnya 

kontrak, asas-asas hukum kontrak, kontrak baku, prestasi 

dan wanprestasi, dan penyelesaian sengketa. Kedua: 

membahas mengenai hukum sewa-menyewa, yang 

meliputi: pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa-

menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, dan prinsip 

hukum muamalat. 

Bab III, membahas mengenai tinjauan umum 

tentang persewaan alat camping yang ada di Yogyakarta 

yaitu: tinjauan umum tentang wisata yang ada di 

Yiogyakarta, penyedia jasa persewaan alat camping, 

konsumen/penyewa peralatan camping, praktik sewa-

menyewa, kemudian wanprestasi serta penyelesaian 

sengketa wanprestasi yang terjadi. 

Bab IV berisi tentang analisis yang ditinjau dari 

hukum kontrak dan hukum islam terhadap praktik 

perjanjian sewa-menyewa serta penyelesaian wanprestasi 
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yang terjadi di tempat persewaan alat outdoor di daerah 

Yogyakarta. 

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan 

yang memuat jawaban-jawaban serta saran-saran 

berdasarkan dari hasil penelitian sebagai sumbangsih 

terhadap permasalahan yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah penyusun mencoba mengemukakan 

pembahasan dalam sekripsi ini, maka penyusun akan 

menarik kesimpulan terhadap pembahasan sekripsi 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian 

Wanprestasi Sewa Menyewa Alat Outdoor Studi Kasus 

(Persewaan Alat Camping Di Yogyakarta)” sebagai 

berikut: 

1. Kontrak perjanjian sewa menyewa yang terjadi antara 

penyewa dan penyedia jasa peralatan camping di 

Yogyakarta tidak menyalahi hukum positif, yang mana 

praktek yang terjadi, perjanjian sewa-menyewa dibuat 

berdasarkan dengan adanya sebuah kesepakatan antara 

dua belah pihak terkait isi perjanjian mulai dari harga 

sewa sampai jangka waktu. Adapun jenis dari kontrak 

atau perjanjian yang mereka buat adalah kontrak baku, 

yang mana pihak penyedia jasa lah yang membuat 

klausul-klausul isi perjanjian, terkait persyaratan 

sampai hak dan kewajiban para pihak. 

2. Penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa 

alat camping yang terjadi adalah jika terjadi kerusakan, 

maka konsumen harus mengganti sesuai perjanjian, 
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jika pelanggaran yang dilakukan penyewa 

konsekuensinya sudah tertera di surat perjanjian, maka 

penyelesaiaannya berdasarkan surat perjanjian yaitu 

pembayaran denda, kemudian apabila pelanggaran 

yang dilakukan penyewa mengakibatkan kerugian yang 

cukup besar seperti hilangnya suatu barang, maka 

penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah dengan 

cara musyawarah antara penyedia jasa dan penyewa 

yang mana musyawarah tersebut menghasilkan solusi 

yang tidak memberatkan dan merugikan salah satu 

pihak. 

3. Kesesuaian perjanjian sewa-menyewa dan 

penyelesaian wanprestasi di persewaan alat camping 

dengan hukum perjanjian dan hukum Islam. 

a. Kesesuaian perjanjian sewa-menyewa dan 

penyelesaian wanprestasi di persewaan alat 

camping dengan hukum perjanjian 

Perjanjian sewa-menyewa yang terjadi sudah 

sesuai dengan syarat sahnya sebuah perjanjian atau 

kontrak, yaitu adanya sebuah kesepakatan antara 

kedua belah pihak, kedua belah pihak sudah cakap 

untuk melakukan sebuah kontrak, kemudian objek 

yang dijadikan dalam perjanjian tersebut 

merupakan barang yang tidak bertentangan dengan 

undang-undang dan ketertiban umum. 
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Kemudian proses penyelesaian sengketa 

wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa dan 

penyewa juga tidak bertentangan dengan 

KUHPerdata atau hukum positif, adapun proses 

penyelesaiannya adalah yang pertama, jika 

pelanggaran berupa keterlambatan dan rusaknya 

suatu barang, maka konsumen disuruh untuk 

mengganti atau denda sesuai perjanjian yang telah 

disepakati. Kemudian jika pelanggaran berupa 

hilangnya barang atau pelanggaran yang sangat 

merugikan para penyedia jasa, maka mereka 

menyelesaikan masalah tersebut dengan cara 

negosiasi dan bermusyawarah yang mana 

musyawarah tersebut menghasilkan win-win 

solution, sehingga tidak ada yang merasa 

diberatkan, hal ini berdasarkan pasal 6 UU No 30 

tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa secara 

langsung untuk melakukan negosiasi dengan 

mengesampingkan pengadilan negri dan pihak 

penyewa melakukan iktikad baik dengan merasa 

bersalah atas tindakan yang sudah dilakukan 

dalam mengembalikan barang sewaannya dengan 

membayar denda yang ditetapkan. 

b. Kesesuaian perjanjian sewa-menyewa dan 

penyelesaian wanprestasi di persewaan alat 

camping dengan hukum Islam. 
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Perjanjian yang terjadi antara pihak penyedia jasa 

dan penyewa sesuai dengan syarat sahnya sewa-

menyewa (ijarah), yaitu para pihak merupakan 

seseorang yang sudah baligh, adanya ijab kabul 

antara kedua belah pihak, kemudian barang yang 

menjadi objek perjanjian merupakan barany yang 

tidak dilarang oleh syariat Islam. Kemudian 

perjanjian sewa-menyewa ini juga tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat. 

Kemudian dalam hal penyelesaian kasus 

wanprestasi yang dilakukan antara penyedia jasa 

dan penyewa adalah dengan cara musyawarah 

dengan mengedepankan keadilan yang mana 

keputusan akhir dari musyawarah tersebut 

berdasarkan kerelaan dari masing-masing pihak 

yang berakad. Cara yang dilakukan tersebut jelas 

tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

B. Saran   

1. Bagi penyedia jasa peralatan camping yang ada di 

Yogyakarta yang belum menerapkan adanya saksi 

dalam perjanjian hendaklah menyertakan saksi yang 

dapat dipertanggungjawabkan, hal ini untuk 

menghindari kemadharatan antara kedua belah pihak. 

2. Bagi penyewa ketika akan menyewa di salah satu 

penyedia jasa persewaan apapun itu lakukanlah 

pengecekan kondisi barang dengan teliti sebelum 
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barang tersebut anda bawa, hal ini agar tidak terjadi 

kesalahpahaman ketika pengembalian barang. Hal yang 

ingin penulis sampaikan adalah dalam hukum Islam 

telah dijelaskan, bahwasannya janji adalah sesuatu yang 

sakral dan wajib ditepati. Berbuatlah sesuai ketentuan-

ketentuan syariat Allah SWT, karena sesungguhnya kita 

semua adalah hamba-hamba yang wajib dan taat serta 

patuh kepada sang khaliq, penguasa alam semesta ini. 

Semua hutang yang kita perbuat di dunia ini pasti akan 

dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya nanti.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1: 

TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIS DAN ISTILAH 

ASING 

Hal Nomor 

Footnote 

Ayat Al-

Qur’an 

Terjemahan Ayat 

39 30 QS Al-

Baqarah 

Ayat: 233 

Dan jika kamu ingin anak mu 

disusukan oleh orang lain, 

maka tidak dosa bagimu 

apabila kamu memberi 

pembayaran menurut yang 

patut. Bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahui 

bahwa Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan.  

115 10 QS. Ali-

Imran Ayat: 

159 

Maka disebabkan rahmat dari 

Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras 

lagi berhati kasar, tentunlah 

mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. karena itu 

ma’afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi 

mereka, dan bermusyawarahlah 

dengan mereka dalam urusan 

itu. kemudian apabila kamu 

telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. 



Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya. 

40 31 Hadis 

Riwayat  

Bukhori 

Dan 

Muslim 

Berbekamlah kamu, kemudian 

berikanlah olehmu upahnya 

kepada tukang bekam itu. 

40 31 Hadis 

Riwayat 

Ibnu Majah 

Berikanlah upah pekerja 

sebelum keringatnya kering. 

114 10 Hadis 

Riwayat 

Sunan Abi 

Daud 

Telah menceritakan kepada 

kami Abdullah bin Muhammad 

An-Nufaili, telah menceritakan 

kepada kami Abdullah bin Al 

Mubarak dari Wabr bin Abu 

Dulailah dari Muhammad bin 

Maimun dari 'Amru bin Asy 

Syarid dari Ayahnya dari 

Rasulullah SAW, beliau 

bersabda: "Orang mampu yang 

menunda pembayaran 

hutangnya, maka kehormatan 

dan hukuman telah halal 

untuknya." Ibnu Al Mubarak 

berkata, "Halal kehormatannya 

maksudnya boleh untuk 

mengeraskan suara (mencela), 

dan halal hukumannya 

maksudnya adalah 

memenjarakannya." 

 



Lampiran 2: 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Sejak kapan berdirinya toko persewaa? 

2. Bagaimana awal mula dari berdirinya toko tersebut? 

3. Apakah terdapat cabang lain dari toko tersebut? 

4. Jasa apa saja yang anda tawarkan selain persewaan 

peralatan camping? 

5. Berapa jumlah karyawan yang anda miliki? 

6. Apa saja persyaratan sewa-menyewa yang anda terapkan? 

7. Bagaimana prosedur persewaan yang anda terapkan? 

8. Kasus-kasus apa saja yang sering terjadi? 

9. Diantara kasus-kasus tersebut, manakah kasus yang 

menurut anda sangat merugikan? 

10. Bagaimana cara anda dalam menangani kasus-kasus 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3: 

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA 

1. Sabana Advanture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Jatilawang Advanture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Anak Rimba Advanture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Krakatau Jogja Outdoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Jogja Camping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Lampiran: 4 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



Lampiran: 5 
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